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Sekda Tapin: Perencanaan Pendapatan PAD Tidak Ada Kenaikan atau 

Penurunan 

  

 
Sumber gambar: 

https://www.beritapembaruan.id/2021/08/sekda-tapin-perencanaan-pendapatan-pad.html  

 

Sekertaris Daerah (Sekda) H Masyraniansyah mewakili Pemerintah Kabupaten Tapin 

hadiri Rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin 

di Ruang Paripurna Gedung DPRD Tapin Jl Brigjen Hasan Basry Rantau, Kamis 

(19/8/21). Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin bersama Pemerintah dengan Agenda 

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA/PPAS Perubahan TA 2021 tersebut dipimpin 

langsung oleh Ketua DPRD Tapin H Yamani didampingi Wakil Ketua DPRD H Midpay 

Syahbani dan H Muhtar serta dihadiri oleh Anggota DPRD Lainnya juga turut hadir para 

Asisten, Staf Ahli, Pimpinan SOPD dan Pimpinan Lembaga serta Instansi Lainnya 

dilingkungan Pemkab Tapin. 

Dalam sambutannya Bupati Tapin HM Arifin Arpan yang disampaikan Sekda Tapin H 

Masyraniansyah selain mengajak semua pihak untuk bersatu dan berikhtiar yang 

maksimal melawan pandemi Covid-19. Selain itu HM Arifin Arpan melalui Sekda Tapin 

H Masyraniansyah mengatakan, yang menjadi dasar dalam perubahan KUA dan PPAS 

tahun 2021 yaitu prioritas pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2021 dan optimalisasi 

pencapaian target program pembangunan serta pelaksanaan tanggap darurat bencana 

khususnya Penanganan Covid-19 yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi 

dan keuangan. 

Dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (KUPA/PPAS) APBD Perubahan Pemkab Tapin TA 2021 menyampaikan tiga 

Rancangan Kebijakan yakni Perencanaan Pendapatan Daerah, Kebijakan Perencanaan 

Belanja Daerah dan Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah.  

 

https://www.beritapembaruan.id/2021/08/sekda-tapin-perencanaan-pendapatan-pad.html
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Dari ketiga Rancangan Kebijakan itu dijelaskan Masyraniansyah bahwa Perencanaan 

Pendapatan PAD tidak ada kenaikan ataupun penurunan, Pendapatan Transfer naik 

sebesar 11,57 persen dan lain - lain pendapatan yang sah naik sebesar 8,53 persen. 

Sedangkan Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah seperti Belanja Operasi naik sebesar 

8,51 persen, Belanja Modal naik sebesar 10,21 persen, Belanja Tak Terduga turun sebesar 

35,64 persen dan Belanja Transfer tidak ada kenaikan ataupun penurunan 

Untuk Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan naik sebesar 

1,54 persen dan Pengeluaran Pembiayaan tidak ada kenaikan ataupun penurun. 

Dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Tapin 

tahun anggaran 2021 itu dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebesar Rp 

1.086.843.866.778.000. (1,08 triliun). Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 71.897.510.578, Pendapatan Transfer Rp 972.771.387.000 

dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 42.174.969.200.00. 

Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp 1.527.240.535.428 dengan rincian Belanja Operasi 

Rp 935.057.707.320.91, Belanja Modal Rp 507.880.519.795.09, Belanja Tak Terduga Rp 

17.182.979.000.00 dan Belanja Transfer Rp 67.119.329.412.00. Terdapat Defisit 

Anggaran sebesar Rp 440.396.668.750.00 dan Pembiayaan Daerah untuk menutup Defisit 

tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp 441.896.668.750, Pengeluaran 

Pembiayaan Rp 1.500.000.000 serta Pembiayaan Netto Rp 440.396.668.750.00.(Ron) 

 

Sumber berita: 

1. https://www.beritapembaruan.id/2021/08/sekda-tapin-perencanaan-pendapatan-

pad.html, Sekda Tapin: Perencanaan Pendapatan PAD Tidak Ada Kenaikan atau 

Penurunan, 22 Desember 2021.  

2. https://matabanua.co.id/2021/08/23/kupa-dan-ppas-apbd-perubahan-

ditandatangani/, KUPA dan PPAS APBD Perubahan Ditandatangani, 22 

Desember 2021.  

Catatan Berita: 

Pendapatan Asli Daerah 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang.Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis 

yaitu : 

a) Pajak Provinsi; 

https://www.beritapembaruan.id/2021/08/sekda-tapin-perencanaan-pendapatan-pad.html
https://www.beritapembaruan.id/2021/08/sekda-tapin-perencanaan-pendapatan-pad.html
https://matabanua.co.id/2021/08/23/kupa-dan-ppas-apbd-perubahan-ditandatangani/
https://matabanua.co.id/2021/08/23/kupa-dan-ppas-apbd-perubahan-ditandatangani/
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b) Pajak Kabupaten/Kota. 

 

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri 

atas:  

a. Pajak kendaraan bermotor;  

b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan  

c. Pajak air permukaan.  

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib 

Pajak terdiri atas:  

a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan  

b. Pajak rokok.  

 

Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah 

terdiri atas:  

a. Pajak reklame;  

b. Pajak air tanah; dan  

c. PBB-P2. 

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh 

Wajib Pajak terdiri atas:  

a. Pajak hotel;  

b. Pajak restoran;  

c. Pajak hiburan;  

d. Pajak penerangan jalan;  

e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;  

f. Pajak parkir;  

g. Pajak sarang burung walet; dan  

h. BPHTB. 

 


